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Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Assalamu’alaikum wr. whb.

e Pimpinan dan Anggota DPRD;

e Bupati dan Wakil Bupati;

e Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri
dan Ketua Pengadilan Agama yang kami Hormati;

e Sekretaris Daerah yang kami Hormati;

e Staff Ahli Bupati, Asisten Daerah, Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD, Insan Pers, Pimpinan
Organisasi Kemasyarakatan serta seluruh undangan yang
berbahagia.

Segala Puji hanyalah milik Allah SWT, sholawat serta salam
semoga tetap tercurah kepada Junjungan kita Nabi Besar
Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang
mukmin yang senantiasa setia memegang dan menjalankan

ajarannya hingga akhir jaman. Aamiin YRA.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami
muliakan,

Mengawali Pandangan Umum, perkenankan kami mengucapkan
Selamat Memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW atau
Kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal kemarin.
Mempercayai kebenaran wahyu vyang telah di bawa oleh
Rosullulah yaitu Nabi Muhammad SAW dan mengikuti suri
tauladan yang telah diberikan oleh-Nya merupakan inti daripada
peringatan Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi Muhammad
SAW merupakan kesempatan untuk mawas diri sampai dimana
kesanggupan kita dalam mengikuti ajaran beliau. Dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara vyang kini tengah

membangun untuk menciptakan masa yang lebih baik.
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Tak lupa izinkan pula kami menyampaikan terima kasih kepada
Saudara Bupati beserta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuningan yang telah bekerja keras dengan penuh kesungguhan
dalam menyusun dan membahas RAPBD Tahun Anggaran 2023
sebagaimana telah disampaikan pada Rapat Paripurna beberapa
waktu yang lalu.

Semoga Saudara Bupati beserta seluruh jajaran bisa menjalankan
amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, serta
konsisten dan konsekuen dalam memperjuangkan aspirasi
masyarakat Kuningan yang sama-sama Kkita cintai menuju
masyarakat Kuningan yang Ma’mur, Agamis dan Pinunjul. Kami
juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat
Paripurna Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada
kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap RAPBD

Tahun Anggaran 2023.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami
muliakan,

Secara teoritis, pendorong pertumbuhan ekonomi bisa berasal
dari konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, dan
ekspor. Kenyataan di sisi lain menunjukkan, bahwa selama ini
faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan
adalah konsumsi yang tidak bisa menciptakan kapasitas
produksi, sehingga tidak menambah lapangan kerja. Di sisi lain,
belanja pemerintah pun masih didominasi oleh belanja aparatur

ketimbang belanja modal publik.
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Selanjutnya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa
akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip dalam tata
kelola APBD, prinsip ini berlaku untuk seluruh pengguna
anggaran yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat.
Untuk itu kami memandang perlunya analisis terhadap setiap
rencana APBD termasuk dalam hal ini Rencana APBD 2023. Hal
ini menjadi penting dilaksanakan pada setiap tahap perencanaan
APBD, dengan harapan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan
benar-benar bekerja sesuai target kinerja yang dicanangkan, baik
di dalam RPJMD, RKPD, maupun KUA/PPAS dan APBD.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah,
bahwa untuk APBD tahun anggaran 2023 struktur APBD
mengalami perubahan sesuai dengan peraturan pemerintah
nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan
daerah. Yang selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan
Mentri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami
muliakan,

BERKENAAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH

Menyikapi rencana target Pendapatan Daerah pada tahun 2023
nanti direncanakan sebesar Rp 2,652 Trilun dibandingkan dengan
tahun lalu sebesar Rp. 2,684 Triliun mengalami penurunan
sebesar Rp. 32 Miliar, Pada Prinsipnya semakin tinggi rasio

Pendapatan Daerah menunjukan semakin tinggi pula
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kemandirian suatu daerah maka ada beberapa catatan yang dapat

kami sampaikan :

Berdasarkan penelaahan kami, Menyikapi rencana target
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada tahun 2023 nanti
direncanakan sebesar Rp 395 Miliar lebih atau mengalami
penurunan sebanyak Rp 11 Miliar dibanding tahun sebelumnya
sebesar Rp 406 Miliar lebih, penurunan PAD ini menandakan
bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu melaksanakan
desentralisasi fiskal dan masih bergantung kepada Pemerintah
Pusat. Kami mencatat bahwa komponen Retribusi dengan rencana
target 62,81 miliar lebih yang mengalami penurunan sebesar Rp
21,49 miliar lebih dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 84,30
miliar lebih dan pajak Daerah dengan rencana target 111 miliar
lebih  merupakan komponen vyang dibebankan kepada
masyarakat. Hal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama.
Mengutip dari Ibnu Khaldun bahwa syarat pajak dipungut ketika
Pemerintah tidak menghambat kegiatan produksi, perdagangan
dan pajak ditujukan untuk menjaga stabilitas (keamanan) warga,
kesejahteraan rakyat, keadilan dan pemerataan, pajak bukan
dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, hidup
pejabat yang bermewah-mewahan, dan dipenuhi berbagai fasilitas
yang mahal. Semoga kita semua tidak termasuk didalamnya.

Aamiin.

Kami mengetahui bahwa Alokasi Pendapatan Daerah ini masih
bersifat Indikatif dikarenakan masih menunggu Pagu Anggaran

Definitif dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, namun kami
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berharap Pendapatan Daerah tersebut dapat ditingkatkan dari
sumber-sumber penerimaan yang belum optimal. Seyogyanya
banyak cara yang bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Serta Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengawasan
dengan seksama dalam sektor Pendapatan agar tidak terjadi loss
potensi karena mentalitas aparatur di lapangan dan faktor lainnya
serta kami berharap mengedepankan penggalian sumber-sumber

pendapatan daerah yang ramah lingkungan.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami
muliakan,

SELANJUTNYA, BERKENAAN DENGAN BELANJA DAERAH
Berdasarkan Rancangan APBD yang diajukan, tercatat bahwa
Belanja Daerah sementara untuk tahun 2023 secara keseluruhan
mengalami penurunan sebesar Rp 141 Miliar Lebih dibanding
tahun 2022, yakni dari Rp 2.766 Triliun menjadi Rp 2.625 Triliun
lebih.

Prosentase perubahannya tidak berimbang, vyakni untuk
komponen Belanja Operasi menjadi komponen dengan nominal
paling besar yaitu 2 triliun lebih. Selain itu tentu saja perlu
dicatat, bahwa dari sisi volume tetap terjadi ketimpangan yang
cukup besar dengan kata lain bahwa Belanja Daerah Kabupaten
Kuningan bisa disebut tidak sehat, di mana Total Belanja Operasi
menghabiskan sebesar Rp 2 Triliun lebih. Sedangkan Total
Belanja Modal hanya mendapatkan porsi sebesar Rp 149.72 Miliar
lebih.
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Berkenaan dengan proporsi rencana Belanja Daerah tersebut,
kami bisa memaklumi bahwa alokasi Belanja Modal melalui
Program dan Kegiatan Urusan masih bersifat sementara. Namun
Kami menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat
harus menjadi prioritas dibanding memenuhi belanja kebutuhan
Birokrasi. Dengan catatan agar menitik beratkan kepada
pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan,

pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan.

Selanjutnya di tahun anggaran 2023, sebesar Rp 1,356 triliun
lebih direncanakan habis diperuntukkan bagi Belanja Pegawali.
Tingginya Belanja Pegawai tersebut tentu harus menjadi
perhatian dan tanggungjawab bersama, bahwa banyaknya jumlah
Pegawai tersebut sudah seyogyanya sebanding dengan
peningkatan kualitas dan kinerjanya. Dalam rangka
meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran
honorarium bagi PNS, PPPK dan Non PNS harus memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian
sasaran program dan kegiatan. Kami menilai berkaitan dengan hal
tersebut, pemberian honorarium bagi PNS, PPPK dan Non PNS
harus dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaan PNS, PPPK dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar
memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas
pelaksanaan kegiatan.

Kami juga ingin menyoroti mengenai Anggaran Belanja Modal
Peralatan dan Mesin sebesar Rp 57.66 Miliar . Kami berharap
penggunaannya dilakukan efisien secara selektif sesuai dengan

kebutuhan riil guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah.
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Jangan sampai alokasi anggaran sebagian besar porsinya hanya

habis untuk penyelenggaraan pembangunan.

Selanjutnya, mengenai Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 10
Miliar, kiranya kami mengharapkan penjelasan yang lebih rinci
mengenai rencana alokasi dan peruntukannya kami menyarankan
Pemerintah Daerah terus berfokus kepada pemulihan ekonomi
terutama pelaku usaha kecil apalagi pelaku usaha mikro yang
semakin menjerit akibat dampak kenaikan BBM bersubsidi
beberapa waktu yang lalu. Selain itu agar dalam pelaksanaannya
senantiasa memperhatikan apa yang menjadi catatan LHP BPK,
jangan sampai ada Realisasi Belanja Tak Terduga yang tidak
sesuai peruntukannya maupun prioritas dan kebutuhan di

lapangan.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami
muliakan,

TERAKHIR, BERKENAAN DENGAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah,
bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD TA 2023
sampai saat ini perhitungan anggaran (SILPA) masih belum dapat
dihitung karena masih tahun anggaran berjalan serta harus
melalui proses pemeriksaan dari BPK RI.

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan
sebesar Rp 27 Miliar yang diarahkan untuk Pembentukan dana
cadangan sebesar Rp. 23,5 miliar untuk Pemilukada tahun 2024,
Penyertaan modal daerah sebesar Rp. 3,5 Miliar diberikan kepada
PT. LKM sebesar Rp. 500 juta dan Kepada PDAM Tirta Kamuning
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sebesar Rp. 3 Miliar. Terlepas dari apapun tujuan target SiLPA hal
ini tidak layak dilakukan dalam pola pengelolaan keuangan yang
sehat, karena akan menimbulkan tidak efisiennya penggunaan
budget untuk membiayai peningkatan kesejahteraan masyarakat

serta mendorong munculnya dana yang off budget.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami
muliakan,

Sebelum menutup pandangan umum, perkenankan kami Fraksi
Partai Demokrat ingin menyampaikan hal yang menjadi perhatian
kita bersama, kenaikan BBM bersubsidi baru-baru ini
menyebabkan inflasi yang tentunya semakin menyulitkan
masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk
merumuskan kebijakan-kebijakan makro dalam rangka
pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat

Kabupaten Kuningan.

Demikianlah pandangan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf
yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan
dalam Pandangan Umum dari setiap fraksi dapat dijawab dan
ditanggapi secara serius dan menyeluruh oleh saudara Bupati
beserta jajarannya demi terwujudnya Kabupaten Kuningan yang
MAJU. Pada prinsipnya kami sepakat bahwa Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini bisa
sesegera mungkin disepakati untuk kemudian ditetapkan agar

mendapatkan legalitas.
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Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa agar nurani kita tetap
hidup dan senantiasa istigomah menjalankan amanah, agar
kebijakan-kebijakan yang dihasilkan senantiasa sampai dan

diterima oleh masyarakat sesuai dengan yang direncanakan dan
dicita-citakan.

Wassalamu’alaikum wr. wb.
Kuningan, 12 Oktober 2022

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Drs. H. TOTO HARTONO RANY FEBRIANI, S.S.,.M.Hum.

Ketua Sekretaris
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